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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketimpangan
pengelolaan sumber daya Aparaturur angkatan kerja di
Indonesia, guna menganalisis bagaimana public policy dalam
mengatasi kesenjangan tersebut. Metode penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Data diperoleh dengan literature review penelitian
sebelumnya dari Google Scholar dan Website yang dianggap
kredibel dengan memperhatikan publikasi data lima tahun
terakhir. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketimpangan
pengelolaan sumber daya Aparaturur angkatan kerja di
Indonesia masih signifikan tinggi, karena data PNS di Indonesia
semakin menurun ditahun 2022 diangka 3.992.766 juta jiwa.
Ditambah angkatan kerja PNS masih di dominasi kelompok umur
51-60 diangka 1.519.924 juta jiwa dengan precentace 38% dan
menunjukan 17% jenjang pendidikan masih diisi oleh lulusan
elementary school-senior high school. Dibutuhkan tiga pilar
public policy dalam mendukung pengelolaan ASN, good
governance, Ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia.
Analisis data penelitian menggunakan model interaktif dari
konsep analisis penelitan Miles dan Huberman dengan
menggumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan serta didukung dengan software NVivo12.
Managerial Implications in the Southeast Asian context:
Ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya manusia tenaga
kerja merupakan masalah signifikan yang harus diatasi untuk
mendorong kebijakan, peraturan, dan pelayanan publik yang
lebih baik di masyarakat. Implikasi penelitian, pemerintah harus
mendorong kemampuan Aparatur Sipil Negara dengan
memberikan pelatihan dan keterampilan agar dengan jumlah
Aparaturur yang terbatas dapat tetap produktif.

Kata Kunci: Ketimpangan, Pengelolaan Sumber Daya
Aparatur, Tenaga Kerja
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This study aims to analyze the imbalance in the management of
human resources for the Indonesian labor force apparatus to
explore how public policy overcomes this gap. The data were
obtained using a literature review of previous research from
Google Scholar and websites considered credible by considering
the publication of data for the last five years. This research
method uses qualitative research methods with a descriptive
approach. Research data analysis used an interactive model
from the concept of Miles and Huberman's research analysis by

95



NAWANATYA Jurnal llmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 01, No. 01 Juli 2025
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/njip/issue/view/1818

collecting data, data reduction, data presentation, and
concluding, supported by NVivol2 software. The results of this
study indicate that inequality in the management of human
resources for the workforce in Indonesia is still significantly high
because data on civil servants in Indonesia will decrease in 2022
to 3,992,766 million people. In addition, the PNS workforce is still
dominated by the 51-60 age group at 1,519,924 million people
with a percentage of 38% and shows that graduates of
elementary school-senior high school still fill 17% of the
education level. Three pillars of public policy are needed to
support ASN management, good governance, management, and
human resources. The research implication is that the
government must encourage the capabilities of the State Civil
Apparatus by providing training and skills so that they can remain
productive with a limited number of Apparatuses.

Keywords: Inequality, Management of Apparatus
Resources, Labor Force

Latar Belakang
Secara Pemindahan Ibu Kota di Indonesia penting untuk dianalisis lebih

komprehenship terkait pengelolaan sumber daya aparatur dalam mendorong percepatan
pembangunan dan kesejahteraan layanan public (Saputra, 2021). Perpindahan Ibu Kota
Negara akan menyentuh banyak aspek yang perlu diperhatikan, ekonomi, politik, lingkungan,
sosial, termasuk sumber daya aparatur (Purba, 2002; Saputra & Halkis, 2021). Hal itu sangat
relevan untuk memberikan layanan birokrasi kepada public karena jika aparatur tidak
mendukung, maka transisi perpindahan lbu Kota Negara juga akan sulit dilakukan dan akan
bergerak lebih lambat dalam melayani masyarakat (Purba, 2002). Oleh karena itu, dalam
perpindahan Ibu Kota Negara di Indonesia perlu dilakukan pengelolaan sumber daya aparatur
dengan baik, agar perpindahan ibu kota negara memberikan dampak signifikan dalam
kemajuan negara dan kesejahteraan public (Toun, 2018).

Ketimpangan sumber daya manusia menjadi fenomena penting yang dihadapi banyak
negara dalam mengatasi kesenjangan peluang kesempatan kerja dengan angkatan kerja
yang belum mampu terserap baik diberbagai sektor (Adriani & Yustini, 2021; Al-Yasiri & Al-
Yasiri, 2022; Dale, 2010; Refgi & Hidayat, 2019). Isu ini terjadi disebabkan karena banyak
aspek, seperti pemerintah yang belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang
terbuka luas (Piore, 2018). Masih adanya perbedaan kesetaraan gender dilingkungan kerja
(Syed, Ali, & Hennekam, 2018). Perlakuan diskriminasi dengan kelompok tertentu (Akar &
Erdogdu, 2019). Ditambah pasca munculnya masalah covid-19 yang melanda secara global
(Blundell, Costa Dias, Joyce, & Xu, 2020). Dengan begitu kompleksnya masalah ketimpangan
sumber daya manusia menjadi tanggung jawab penting untuk didiskusikan dalam arti mencari

jalan keluar mengatasi fenomena ini (Cooke, 2018; Marginson, 2019; McDonald & Hite, 2018).
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Sehingga, kesejahteraan pada semua angkatan kerja mampu bekerja dan beradaptasi sesuai
dengan skill yang diharapkan pada perusahaan dan organisasi di dunia kerja (Gallardo-
Gallardo, Dries, & Gonzéalez-Cruz, 2013).

Ketimpangan, seperti yang didefinisikan oleh Jonathan Haughton dan Shahidur R.
Khand dalam Shinn, (2016), adalah jenis ketidakadilan yang terjadi selama proses
pembangunan. Sedangkan, Andrinof A. Chaniago dalam Kuznets, (2019) mengartikan bahwa
ketimpangan adalah hasil pembangunan yang hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dan
mengabaikan aspek sosial. Namun, berbeda dengan Emile Durkheim dalam teori
ketimpangan sosial klasik yang percaya bahwa ketimpangan sosial tidak dapat dihindari dan
memainkan peran penting dalam masyarakat, karena ketidaksetaraan berkontribusi pada
pengembangan sistem meritokratis, yang menilai individu berdasarkan kemampuan dan
kualitAparatur Sipil Negaraya (Beach, 2018). Sedangkan menurut Guest, (2017) mengatakan
bahwa masalah ketimpangan diperlukan adanya manajemen sumber daya manusia, agar
individu dan perusahaan dapat saling menguntungkan dalam menjalankan pekerjaan.

Di negara eropa, ketimpangan yang terjadi juga mengkaji masalah sumber daya
manusia yang beragam dalam organisasi, yang mana membutuhkan adanya inovasi dalam
lingkungan kerja (Al Ariss, Vassilopoulou, Ozbilgin, & Game, 2013; Antonioli, Mancinelli, &
Mazzanti, 2013). Sedangkan, Boselie, (2014) menyampaikan bahwa ketimpangan sumber
daya manusia antara kesempatan kerja dan angkatan kerja terjadi karena kekuasaan dan
politik serta lemahnya strategi manajemen sumber daya manusia di suatu negara. Namun
berbeda yang terjadi di Amerika Serikat, ketimpangan kerja terjadi karena faktor keibuan yang
dikaitkan dengan kompensasi berbasis waktu yang lebih rendah, dan dianggap kurang
produktif, diskriminasi oleh majikan dan lebih berpotensi kehilangan pekerjaan karena juga
harus mengurusi anak mereka (Lawter, Rua, & Andreassi, 2016). Kondisi paling parah di
Afrika Selatan yang merupakan negara memiliki ketimpangan yang cukup besar, orang kulit
hitam masih banyak berpendidikan rendah, menganggur, keluarganya dikepalai oleh
perempuan, keluarga besar, dan anak-anak semuanya mengalami tingkat kemiskinan
tertinggi (“Overcoming Poverty Inequal. South Africa,” 2018). Namun berbeda yang terjadi di
Singapura ketimpangan kerja tidak dapat terserap karena potensi sumber daya manusia di
tuntut harus menguasai kecanggihan teknologi dalam dunia kerja (Prasanna et al., 2019).

Begitupun yang terjadi di Indonesia, ketimpangan sumber daya manusia antara
kesempatan kerja dan angkatan kerja belum bisa terserap dengan baik disebabkan berbagai
aspek (Andriani, 2021). Salah satunya permintaan purusahaan yang menuntut pekerja harus

memiliki keahlian khusus (Nurmandi & Kim, 2015). Pemerintah Indonesia yang belum mampu
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menyediakan lapangan pekerjaan secara luas setelah pandemic covid-19 (Asbari et al.,
2020). Ditambah dengan aspek kecanggihan teknologi yang sudah banyak menggantikan
peran manusia dalam bekerja dengan transformasi digital, seperti adanya platform market
place (Priyono, Moin, & Putri, 2020). Oleh karena itu, sangat penting menyikapi berbagai
permasalahan ketimpangan yang terjadi dalam memberikan kepastian pekerjaan dan
kesejahteraan disemua kalangan angkatan kerja (Allais, 2012; Dodson, 2016; Wright, 2015).

Dengan demikian, penting studi ketimpangan sumber daya manusia antara
kesempatan kerja dan angkatan kerja (Acemoglu & Autor, 2012; Rogan & Reynolds, 2016).
Isu ketimpangan ini juga dipertegas pada peraturan Indonesia dalam Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja
dan informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas
tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan
tenaga kerja. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu ketimpangan
sumber daya manusia antara kesempatan kerja dan angkatan kerja di Indonesia, agar sumber
daya manusia dapat terserap dengan baik dan dapat menyajikan solusi dalam mengatasi
masalah ketimpangan kerja (Duff, 2021; Hassan, 2017).
Metode Penelitian

Bagian Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Data diperoleh dengan literature review penelitian sebelumnya dari
Scopus, Google Scholar dan Website yang dianggap kredibel dengan memperhatikan
publikasi data lima tahun terakhir. Analisis data penelitian menggunakan model interaktif dari
konsep analisis penelitian Miles dan Huberman dengan menggumpulkan data, reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lebih jelAparatur Sipil Negaraya dapat dilihat
tahapan-tahapan penelitian pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1. Tahapan-Tahapan Penelitian

Data collection

Data reduction Data Presentation

Conclusion Drawing |+

Sumber. Metodologi Penelitian Kualitatif, Moleong (2017)
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Hasil dan Pembahasan
Bagian Ketercapaian Aparaturur Sipil Negara (ASN) antara kesempatan kerja dan

angkatan kerja menjadi penting dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang tengah
dihadapi negara untuk memberikan layanan public yang cepat dalam birokrasi pemerintahan
(Gnatenko & Rubezhanska, 2018). Dengan ketersediaan Aparaturur Sipil Negara yang cukup
menjadi pendorong kepuasaan masyarakat merasakan terlayani dengan baik dalam
administrasi public, karena Aparaturur dapat bekerja dengan professional sesuai dengan
keahliannya (Jumady & Lilla, 2021). Disisi lain, masyarakat tidak lagi merasakan kualitas
pelayanan yang lambat dan harus mengantri terlalu lama dalam urusan aktivitas
pemerintahan (Peeters et al., 2018). Ditambah dengan tuntutan global yang mengharuskan
negara bertransisi dari birokrasi tradisional menjadi modern dengan memanfaatkan
kecanggihan teknologi (Lieberthal & Lampton, 2018). Untuk mewujudkan birokrasi demikian
di Indonesia, dibutuhkan jumlah Aparatur Sipil Negara yang memadai, agar dapat
memberikan layanan prima kepada warga (Wahyuni & Husain, 2022). Adapun jumlah
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia dapat dilihat lebih lanjut pada gambar 1 dibawah ini.
Gambar 1. Jumlah Aparatur Sipil Negara di Indonesia Tahun 2013-2022
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Pada gambar 1 menunjukan bahwa ketersediaan jumlah ASN di sepuluh tahun terakhir
cenderung mengalami penurunan, hasil tersebut ditunjukan bahwa di tahun 2022 sangat
signifikan mengalami jumlah rendah dari sebelumnya diangka 3.992.766 juta jiwa (Agung
Kurniawan & Suswanta, 2021). Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya
kondisi pandemic covid-19 yang menjadi momok tersendiri secara global sehingga tidak ada
perekrutan penerimaan calon pegawai negeri sipil (Hastuti, Harefa, & Napitupulu, 2020).
Permasalahan internal pemerintahan di pusat yang belum mampu diselesaikan dengan baik,

sehingga tidak mampu mengadakan penerimaan Aparatur Sipil Negara di setiap tahunnya
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(Djafri, 2018). Ditambah dengan pergantian pemimpin baru membuat kebijakan yang
dilaksanakan juga terus berubah-ubah dalam mengatasi masalah Aparaturur sipil (Turner,
Prasojo, & Sumarwono, 2022). Serta aparatur mengalami pensiun lebih banyak setiap
tahunnya dibandingkan dengan penerimaan (Nor, Gani, Saleh, & Amin, 2022). Tidak heran
jika jumlah Aparatur Sipil Negara di Indonesia terjadi kesejangan bahkan menjadi paradoks
harus segera ditangani dengan baik, karena jika jumlah Aparatur Sipil Negara tidak mampu
terpenuhi akan mengakibatkan kinerja suatu intansi akan lamban dan sulit untuk
meningkatkan progress pelayananna pada public (Azfar, Kahkénen, Lanyi, Meagher, &
Rutherford, 2018).

Padahal ketercapaian jumlah Aparatur Sipil Negara cukup penting untuk mendukung
kemajuan dalam suatu negara, karena birokrasi pemerintahan dapat bekerja dengan cepat
dan mendorong kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan partisipasi public tinggi
(Maulana, Indriati, & Hidayah, 2022). Namun disisi lain, dibutuhkan kualitas skill kemampuan
yang memadai dalam mendukung jumlah Aparatur Sipil Negara yang banyak dalam
penyelenggaran administrasi public, agar dalam implementasi dalam Kkinerja yang
dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan aturan yang berlaku (Nor et al., 2022). Dalam
mendukung kinerja Aparaturur dapat dianalisis lebih lanjut jumlah angkatan kerja yang ada
berdasarkan kelompok umur, dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini.

Gambar 2. Angkatan Kerja Aparatur Sipil Negara menurut Kelompok Umur 2021
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Gambar 2 menunjukan bahwa angkatan kerja ASN di Indonesia didominasi oleh umur
51-60 tahun dengan sebesar 1.519.924 juta jiwa dengan capaian 38% dalam mendukung
jalannya birokrasi roda pemerintahan. Namun, pada fase umur 51-60 tahun, itu artinya tingkat

100



NAWANATYA Jurnal [Imu Politik dan Pemerintahan, Vol. 01, No. 01 Juli 2025
https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/njip/issue/view/1818

jenjang pensiun juga akan sangat tinggi, sedangkan penerimaan ASN masih sedikit untuk
mengisi formasi yang dibutuhkan karena belum mampu memenuhi Passing Grade (Affandi &
Lestari, 2019). Ditambah tuntutan produktif juga semakin signifikan agar ASN dapat dapat
bersaing secara global yang berkembang pesat dengan teknologi 4.0 dan akan mengarah ke
5.0, sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk menjawab tuntutan tersebut
(Zulkifli & Nugroho, 2019).

Untuk mendorong usia 51 tahun keatas agar tetap selalu produktif dalam mengikuti
perkembangan kecanggihan teknologi, pemerintah pusat memberikan pelatihan, seperti diklat
dan bimtek E-Kinerja untuk menunjang ketercapain kinerja pada ASN dan sebagai syarat
administrasi untuk kenaikan pangkat (Nurmayanti, Parida, & Yuansyah, 2022; Zairani, 2019).
Upaya lainnya untuk mendorong kualitas pegawai ASN pada usia 51-60 tahun adalah
pertama; pelatihan informal (collaborative learning) antara tim kerja, kedua; pelatihan formal
dan pendidikan yang diberikan secara berkala. Ketiga; memastikan Tunkin dan pembayaran
insentif lainnya adil dan proporsional dengan kinerja karyawan. Keempat: memastikan
pengoperasian aplikasi komputer yang efisien (E-performance) (Fithriyyah, 2021). Dipertegas
dengan proporsi ASN jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.

Gambar 3. Proporsi Aparatur Sipil Negara menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021
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Sumber. bkn.co.id, diolah oleh Penulis

Gambar 3 menunjukan bahwa aparatur sipil negara pada pendidikan Elementary
School-Senior High School (17%), dengan ini memperjelas bahwa kemampuan dan kualitas
pada ASN masih perlu ditingkatkan, perlu adanya peningkatan syarat jenjang pendidikan
minimal sarjana agar dapat mendukung kinerja yang dilakukan pada birokrasi (Achmat et al.,
2021; Jumady & Lilla, 2021). Jenjang pendidikan untuk Aparat Sipil Negara bagi lulusan

Elementary School dan Senior High School masih ada karena regulasi aturan yang
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diberlakukan (Asmoro & PSDM, 2022). Pendidikan dengan jenjang lebih tinggi penting
diterapkan dalam setiap instansi dan organisasi di pemerintah pusat dan daerah untuk
mendorong kinerja ASN agar mampu terus produktif lebih baik dengan keterlibatannya dalam
menjawab tuntutan perkembangan kecanggihan teknologi secara global (Afzil Ramadian,
Prof. Dr. Mohamad Rizan, M.M., Usep Suhud, M.Si., 2021).

Dengan demikian, kementerian aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam upaya
meningkatkan mutu Aparat Sipil Negara, mulai banyak memberlakukan syarat paling rendah
penerimaan pegawai negeri adalah lulusan Bachelor degree keatas (Ngusman, 2018).
Dengan diberlakukan lulusan minimimal Sarjana dikarenakan agar kualitas sumber daya
manusia dalam mengurusi layanan public dan birokrasi dapat lebih efektif dan efisien
(Hartawan, 2019). Didukung dengan kemampuan secara pengetahuan dan literasi
tekologinya juga sudah lebih memadai, sehingga penting minimal jenjang pendidikan Sarjana
untuk mengisi ruang birokrasi pemerintahan yang ada di setiap organisasi (Sawir, 2020).
Lebih lanjut dalam mengatasi kesenjangan Aparat Sipil Negara dibutuhkan tiga pilar utama
dalam mendukung reformasi birokrasi pada sektor publik, dapat dilihat gambar 4 dibawah ini.

Gambar 4. Tiga Pilar Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Aparatur Sipil Negara
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Source. Dibuat oleh Penulis menggunakan NVivo12

Gambar 4 menunjukan bahwa untuk mendorong pengelolaan ASN di Indonesia agar
lebih professional dibutuhkan tiga pilar utama untuk mendukung reformasi birokrasi, Good
Governance, Management, and Human Resources (Dwi & Falikul, 2018; Nur Khobiburrohma,
Septiana Margareta, & Habbie Hasbullah, 2020). Good Governance penting karena
mendorong keterbukaan data dengan melibatkan partisipasi public dalam menentukan arah
kebijakan pemerintahan, sehingga kinerja pada Aparatur Sipil Negara juga lebih baik
(Maranjaya, 2022). Management dibutuhkan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
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dapat bertanggung jawab sesuai dengan regulasi keahlian dan keterampilan yang dimiliki

(Sahambangung, Pioh, & Waworundeng, 2019). Sedangkan, Human Resources penting

karena sebagai actor utama dalam menjalankan aktivitas layanan public, sehingga kualitas

sumber daya manusia sangat penting dalam mendorong output kinerja yang dihasilkan

(Sinambela, 2016).

Kesimpulan

Ketimpangan dalam pengelolaan aparatur sumber daya masih sangat signifikan. Hal
ini dikarenakan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di sepuluh tahun terakhir terus mengalami
penurunan yang sangat rendah dari sebelumnya. Kondisi ini tentu menimbulkan layanan
public yang tidak seimbang karena dalam organisasi pemerintahan tidak jarang satu pegawai
merangkap jabatan ke bagian lain dikarenakan kekurangan personil yang memiliki keahlian
dan keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan. Ditambah bahwa angkatan kerja
didominasi umur 51-60 tahun, dimana dituntut harus memiliki literasi teknologi tinggi agar
mampu menjawab tantangan perkembangan dunia layanan public yang didorong
menggunakan kecanggihan teknologi.

Implikasi penelitian ini, hanya membahas ketimpangan dalam pengelolaan aparatur
sipil yang menganalisis ASN yang semakin menurun dan angkatan kerja yang di dominasi
umur 51-60 tahun perlu didorong mendapatkan pelatihan dan keterampilan dalam mendukung
kinerja. Dalam data yang digunakan dengan literature riview, website kredibel dan olah data
dengan software NVivo 12. Diharapkan kedepannya ada peneliti lanjutan yang menganalisis
peneybab utama dari kesenjangan ASN dalam mendukung kinerja pemerintahan dengan
menggunakan penelitian lapanganan.
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